KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
dan rahmat-Nya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dapat

menyusun Laporan Kinerja (LK]) Tahun 2018.

Peryyusunan LK] Tahun 2018 merupakan dasar dalam menentukan arah
kebijakan yang strategis melalui program dan keglatan yang tepat dengan
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan  Menterl
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerjadan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemillhan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagal pengemban
amanat UUD 1945 khususnya pasal 22 E ayat {5) dan Undang-Undang Nomar 7
Tahun 20117 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampalkan
Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Terkait dengan penyusunan LK] 2019, upaya yang telah dilakukan KPU
Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan program dan kegiatan untuk
mencapal tujuan, sasaran strategis dan indicator kerja utama sebagaimana
tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah
2015 - 2019, Penyusunan LKj Tahun 2019 dimaksudkan sebagai wujud nyata
pelaksanaan darl Good Governance yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja
KPU selama satu tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya LKj 2019 inl, informasi tentang pelaksanaan
pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Provinsi
Kalimantan Tengah dapat diketahul oleh semua pihak. Kami menyadari dalam
penyusunan LKj 2019 ind masih terdapat kekurangan, untuk itu diperiukan kritik
dan saran dari berbagal pihak dalam meningkatkan kinerja KPU Provinsi
Kalimantan Tengah.




IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Pemerintah Nomaor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluau
Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur MNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
sebagai pengemban Amanat UUD 1945 khususnya pasal 22 E ayat {5) dan UU
MNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilibhan Umum berkewajiban  untuk
menyampaltkan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri
MNegara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dalam dokumen
LKj 2018 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas amanah yang
diemban oleh KPU Provinsl Kallmantan Tengah dalam mendukung visi dan misi
Komisi Pemilihan Umum. Untuk menjalankan amanah tersebut, KPU telah
menetapkan tujuan, sasaran strategis, indicator kinerja utama dan indicator
kinerjalainnya.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemibu;

2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat datam
Permilu;

3. Melaksanakan Undang - Undang dibidang politik secara murni dan
konsekuen;

4, Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggl tentang Pemilu yang
demokratis;

5. Meningkatkan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Selanjutnya sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu
yvang demokratic;

2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan
tertib;
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Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagl peserta Pemilu, Calon
Anggota DPR, DPD dan DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sesual Undang-Undang;

Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki system administrasi
yang efisien, efektif dan memenuhl standar kerja professional di seluruh
tingkatan yang didukung dengan system komunikasi dan teknologl informasi

yang menjangkau KPU Kabupaten/Kota;
Tersedianya peta logistic Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kinerja, maka telah ditetapkan

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya. Adapun Indikator Kinerja
Utama adalah sebagai berikut :

1L

PFrosentase penylapan dan peEnyelenggaraan Pemilu yang tepat waktu dan

akuntabef (sesuai dengan peraturan perundangan);

Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang professional,
akuntabel (sesual dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran),
dan efektif (tepat guna),

Sedangkan untuk mencapal peningkatan kinerja, KPU telah menetapkan

pula indicator kinerja pendukung lainnya seperti sosialisasi yang diberikan
kepadamasyarakat mengenai hak pilih, kerjasama dengan lembaga lain,
pengadaan logistik yang tepat waktu, jumiah, kualitas, tempat tujuan, jenis dan
harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan lain-lain,

Guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. maka KPU Provinsi

Kalimantan Tengah akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan

sesual dengan target kinerja yang ditetapkan;

2, Koordinasi dengan pihak = pihak terkait untuk menetapkan rencana kerja

yang dapat direalisasikan dalam waktu yang telah ditentukan;

3. Melakukan pengembangan media pengumpulan data kinerja agar target

kinarja yang telah ditetapkan dapat diukur dengan baik.
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BAS |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah Penyelenggara Pemilu
vang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum
Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Momor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. KPU mempunyal tugas fungsl menyelenggarakan Pemilu untuk miemilik
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Daerah [DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD), serta Gubernur, Bupatl dan Walikota
secara langsung oleh Rakyat,

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerfa merupakan wujud pertanggungjawaban KPU
Provins Kalimantan Tengah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagal bahan analisis
dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan
laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Momor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mewujudkan akuntabilitas publik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Tengah sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyal sumber pendanaan dari APBN
berkewajiban untuk melaporkan hasll kinerja balk secara tertulis, periodik dan melembaga
setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indanesia,

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam satu tahun anggaran berkaitan dengan
proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tinghkat
yang dicapainya,

Tujuan

Tujuan penyusunan Pelaporan Kinerja Tahun 2019 di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan

Tengah adalah :

1. Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan
KPU Provinsi Kafimantan Tengah; dan

2 Sebagal bahan analisis dan evaluasi dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja
di masa yang akan datang.



1.3. Ruang Lingkup
Penyusunan Laporan Kinerja Tahyn 2019 Komisi Pemillhan Umum Provinsi Kalimantan Tengah,

1.4. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban
Tugas KPU Provinsi :

i.
8

10.

1L
11,

Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemily di provinsi sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan Penyelenggarzan
Pemily yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada KPU;
Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir deagan memperhatikan
data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya
sebagai daftar Pemilih;

herekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta
Pemily Preciden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya
berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Eabupaten/Kota;
Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara
dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemily, Bawaslu Provinsi dan KPU;
Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpllih sesual dengan alokasi jumlah kursi
setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provingi;

Meryosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu, danfatau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU danfatau ketentuan peraturan

perundang-undangan.

EPU Provinsl berwenang

L

Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;

Menetapkan dan mengumumbkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota
DPRD provinsl berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat
berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;



Menertibkan keputusan KPU Prowinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD
provinsi dan mengumumbkannya;

Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU
Kabupaten/Kota yvang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawasly, putusan Bawasiu Provinsi,
dan/atau ketentuan perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU danfatau ketentuan peraturan
peErundangan.

KFU Provinsi berkewajiban :

i

2.
i
a,

10,
11.

12.

13.
. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/stau ketentuan peraturan

Melaksanakan semua kewajiban tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktuy;
Memperlakukan Peserta Pemily secara adil doan setara;

Menyampaikan semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

Melaporkan pertanggungiawaban penggunaan anggaran sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Menyampalkan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu
kepada KPU;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya
berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan
provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik
indonesia;

Mengeiola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Menyampaikan laporan periodik mengenal tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU
dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh
ketua dan anggota KPU Provinsi;

Melaksanakan putusan Bawashu dan/fatau putusan Bawaslu Prowvinsi;

Menyediakan dan menyampalkan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;

Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan
memperhatikan data kependudukan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan’
Metaksanakan putusan DKPP; dan

perundang-undangan.



1.5 Pengertian

1.

10.

11

Sistern Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian
sistematik dari beérbagal aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk Tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpuian data, pengklanfikasian, pengikhiisaran, dan
pefaporan kinerja pada instansl pemerintah, dalam rangka pertanggungiawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah,

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program vang telah atau akan dicapai,
sehubungan dengan peEnggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur,

Keluaran [output) adalah segala sesuai yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program.,

Hasil [outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsimya keluaran dari
kegiatan-keglatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan
kerja pada kermenterian Negara/ lembaga sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdirl darl sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balk
yang berupa persondl [sumber daya manusia)., barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesernua [enis sumber daya tersebut
sebagai masukan (imput) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Program adalah penjabaran kebijakan kementerian Negara/iembaga dalam bentuk upays
satuan kerja yang berisi satu atau beberapa keglatan yang menggunakan sumber daya yang
disedlakan untuk mencapal hasil yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja.

indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dan kinerjs program dan
kegiatan yvang telah direncanakan.

Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) darl suatu program yang
merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsl suatu kementerian Negara/lembaga vang
dilaksanakan oleh satuan kerja.

Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output] dar sustu kegiatan yang
terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.

indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan
merupakan ikhtisar utama hasil berbagal Program dan Kegiatan sebagal penjabaran tugas
dan fungsi organisasi,

Laporsn Kinerja yang sefanjutnya disingkat LK} adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capalan kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang
ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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14,

15.

Laporan Kinerja Elektronik, yang sefanjutnya E-Lapkin, adalah Sisterm Pemantauan Kinerja
di Lingkungan KPL berbasis teknologi informasi;

Perjanjian Kinerja, yang selanjutnya disingkat PK, adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan darl pimpenan instansl yang lebih tinggl kepada pimpinan Instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
Sasaran atau target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keloaran yang
diharapkan dari suatu kegiatan.

Akuntabilitss Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasitan/egagalan pelaksansan Progam dan Kegiatan
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapal misi
organisasi secara terukur dengan sasaranftarget kinerja yvang telah ditetapkan melalul
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Lb. Sistematika
BAB| PENDAHULUAN

11 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3. Ruang Lingkup

1.4, Tugas, Kewenangan dan Kewajiban

15 Pengertian
1.6 Sistematika

BAB I PERENCANAAN KINERIA

1. Rencana Strategis 2015-2019
2.2, Sasaran Strategis

2.3 Sasaran Kegiatan

1.4, Penetapan Kineria Tahun 2019

BAB Il AKUNTABILITAS KINERLA

1.1. Capaian Kinerja Tahun 2019
3.2. Realisasi Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN
Perjanjian Kinera Tahun 2019



BAR I
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2015-2019

UU Nomaor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam
melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana
Strategis (Renstra).

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2015-2019, dan telah
ditetapkan melalui Keputusan Eomisi Pemilihan Umum Provinsl Kalimantan Tengah
Momor 08/Kpts/XPU-020/2016. Renstra Komisi Pemiifhan Umum Provinsi Kalimantan
Tengah memuat wisi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan
pendanaan yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan KPU
selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah “Terwujudnyo KPU sebagai Penyelenggora
Pemilu yong memiliki integritas, profesional, mandiri, tronsparan dan okuntabel, demi
terciptonya dermokraosi Indonesic yong berkualitas berdesarkan Poncesilo don UUD
1945 dolam wodah Negaro Kesatuon Republik Indonesia”.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar
dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu : Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan
Akuntabel.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman
yang komprehensip tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci
adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang berintegritas : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran
dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam penyelenggaraan Pemilu,
sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan,

2. Pemilu yang profesionol : penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi,
keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk
kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;



3. Pemilu yang mandirl : penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak
manapun;

4. Pemilu yang transparon : penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan
kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;

5 Pemilu vyang akuntabel : penyelenggaraan Pemilu vyang dapat
dipertanggungjawabkan, balk dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil
dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pernyataan Visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai
komitmen KPL Provinsl Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan kepentingan
nasional khususnya tugas dan fungsi pokok (core competency) yaitu penyelenggaraan
Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi.

Di samping itu relevansi Visi KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi
Masional yang tertuang dalam RPIMN ke-5 (2015-2019) menyiratkan akan arti
pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri,
Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdaszarkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indosia.

Untuk menjabarkan Visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi yang
akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) selama kurun waktu 2015-2019. Adapun
Misi KPU adalah sebagal berikut :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi,
kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan
Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung,
umum, bebas, rahasla, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu yang bersih, efisien dan efektif;

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta
menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu
demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.



Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan
tujuan (goals) organizasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
permyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampal 5 (Iima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan inl, maka KPU Provinsi
Kalimantan Tengah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhl Visi dan pelaksanaan Misl lainnya untuk kurun waktu
sampal Nma tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimilikl.

Tujuan disusun berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi
oleh Lembanga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah
sebagail berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu;

2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;

4, Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggl tentang Pemilu yang demokratis;

5. Melaksanakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapal tersebut maka dalam pelaksanaanya
dijabarkan ke dalam sasaran yang leblh spesifik dan terukur, sehingga dapat
menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima} tahun dan
dialokasikan dalam 5 (lima) perlode secara tahunan melalui serangkaian program dan
kegiatan.

Kebijakan program dan kegiatan dituangkan serta dijabarkan dalam suatu
rencana kerja (performance plan).Penetapan sasaran strategis inl diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya
organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun sasaran strategis KPU Provinsi yang hendak dicapal selama 2015-2019
adalah :

1. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggl tentang Pemilu yang
demokratis;
2. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib;



2.2.

. Terjaminnya perlakuan yvang adll dan setara bagl peserta Pemilu, calon anggota

Legislatif, calon Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai
undang-undang;

. Terwujudnya organisasi penyelenggara Pemilu yang memiliki sistem administrasi

yang efislen, efeltif dan memenuhi standar kerja profesional di seluruh tingkatan
yang didukung dengan sistern komunikasi dan teknologl informasi yang menjangkau
KPU Kabupaten,Kota;

. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pemilukada yang memadai.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk pada visi, misi,

tujuan dan sasaran strategis, KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 5
(lima) Indikator Kinerja Utama yaitu

1.
2.

Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilinnya;
Persentase kelompok perempuan, kelompok kebutuhan khusus, lansia, pemilih
pemula yang menggunakan hak pilihnya;

. Jumiah kasus sengketa hukum Pemilu dan Pemilukada yang terselesaikan;
. Persentase jumiah masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk

masuk dalam data pemilih; dan

. Persentase pendistribusian logistik yang tepat sasaran berdasarkan hasil pemetaan

masing-masing daerah.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis dan Indikator kerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2019 secara umum dapat digambarkan sebagal berikut :

NO, SASARAN STRATEGS INDHEATOR MINERIA
-4 3 3

1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Persentase KPU Provinsy/Kabupaten, Kota

Infarmasi Poamilu yang memuiakhirkan Data Pemilih Tepat
Waktu

F Meningkatnya Kapastitas SDM yang PFemsentase Keseiuadan Kompetensi Pegawal
berkompeten terhadap Standar Kompetens

3 | Meningkatnya Ketersediaan Operasional Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan
Kanbor dan Dukungan Lainnya lermbaga riset kepemiluan

4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kevangan dan | Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
Kinerja KPU MWilal Evaluas atas Akuntabiltas Einerja KPU




Terwujudrya Dukungan Logistic dalam
Penyelenggaraan Pemibu/Pemilikan

Persentase sather yang mendistribusian
logistik Pemilu/Pemilihan secars tepat

sasaran, tepat jumiah, tepat jenis, tepat
miutu, dan tepat watiu

BMeningkatnya Kuollias Pengawasan Aparatur
Sipil Negara

Milni Evnbuast atas Pelpkzanoan Reformas|
Birokrasi KU

Tersusunmya rancangan Keputusan KPU yang
disusan dan diharmonisasi dengan tepat wakiu

Persentase rancangan Keputusan KPU yang
disusyn dan diharmonizasi dengan tepat

sesua dengan kerangka regudasi KPU wiaktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
B | Terwujrdrya Tahapan Pemilu/Pemillihan Persentase KPU Provinsi dan KPU
sesual jadwal Kabupaten/Kota yang menyrlenggarakan
Pemilu/Pemilihan wewal dengan jadwal
Tabwei 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kerja

2.3. Sasaran Kegiatan

KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan berpedoman

pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak
dicapal pada tahun 2019. Penetapan Kinerja Tahun 2019 merupakan tahun ke-5 dari
periode Renstra 2015-2019. Rencana Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai

berikut :
1 2 3
1. | Meningkatnya pembinaan perbendsharaan Perwentase Pejabat Perbendaharsan yang
tidak melakukin penyimpangan dalam
Pengelolaan Eeuangan
| [ Terisksananya sistem akuntansi dan pelaporan | Jumiah laporan sistem akuntansi dan
keuangan pelaporan keuangan
Tersusunnys petunjul perngelolaan keuangan | Jumbab draft junkis/juklak pengelolaan
a n KPY keuangan di lingkungan KPL Provina
Torsolesaikannya permasalahan pengelolsan Persentase permasalahan dalam pengelotaan
keuangan dapat disslessikan
Tersusunnya laparan pertanggungiowaban Persentase KPU Provins dan KPU
pengEunazn anggaran Ksbupaten/Kota yang menyampaikan laporan

peranggunglawaban penggunaan anggaran
[e-LPPA] yang topat waktu dan valid

Terlaksananys pembayaran gaji dan
tunjuangan yang tepat wakin

Persentate ketepatan waktu dalam
pembayaran honorarium, uang tehormatan,
gajl dan tunjangan PNS KPU

Persentase satker yang mampu melakikan
pengadasn logistik Pemilu/Pilkads tesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
barrlakou

Persentase satker yang mampu melakukan
pengelalann data kebutuhan dan anggaran
logistik Pemilu/Pilkada sesual dengan
eventuan, kebutuhan dan anggaran yang
tersedia

' Persentase satker yang mampu metakukan
pengadaan logistik Permilu/Miksda sesual
dengan peraturan perundang-endangan yang

berlaku

g ]




Persentase satker yang mampu melakukan
pengadasn kogistik Pemiluf/Piliads sesusd
dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku

Persentase satkar yang mampu melakukan
pendistribusian logistie Pemilu/Pilkads secara
begat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis dan
tepat mutu

Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang
rmampiu melskulan pemneltharaan kogistik
Pemily/Pillada sesuai 508

Persentase sather yang mendokurmentasian
data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada

Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang
rrampu melakukan inventarsas) iogistik
Pemily/Pilkada secara tepat waktu dan benar

Terwujudnya perencanadn program dan
anggaran yang berkualitas

Persentase laporan monitoring dan evaluasl
yang akuntabel dan tepat waktu

Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/ Kota yvang merencanakan
program dan anggaran tepat wakiu sesusl

Pemilu/Pemilulada yang tepat walktu

Terwujudnya koordinas! antar lemibaga serta
Penelitian dan pengembangen terhadap
Drganisasi dan Esbutuhan Pemibuy/Pemilihan

Persentase permutakhiran data pemiih di
tinglat kecamatan di selurub Indonesia

Parsentase Fasilitas) Kerjazama Dengan
irstandl Terkait Dalam Rangla Penguatan

Ezlembagaan Demokras

Jurndlah Modal Kajian Lithang dalam rangha
Reformiasi Airokrasi

Kerjasama pelaksanaan Lembaga Riset
Eapermiluan
Terwujwidnma sistem adminstn e lurmlah Rancangan Keputusan Dessin dan
penyelenggarasn pemilu yang tertih, efektif Template Kebutuhan Pemilu/Pemiliban guna
dani efisien mendukung Tata Kelola KPU
Tersedianya data, informati dan serana wer Layanan Sarana dan Prasarana Teknologi
prasarana teknolog informasi informas untuk Sistem Informas) KU yang

#n baik

iumlah sistern aplikasi yang digunakan dalam

| penyeienggaraan Pemily

Jurnlah Kajian Teknobogr Informasl dalam

Pemilu/Pemilihan
Terwujudnys penerapan e-government di Persentasi penyusunan anggaran Pemilukada
Enghungan KFU | yang tepat wakiu

Perzentase KPL, KPL/KIP Proving dan
KPU/WIP Ezbupaten/kota yang target
Eifefjanya tefcapid sesual dengan perfanflan
kirerfa

Meningkatrya Tertib Administrasi dan
| Pengelolasn Sumber Days Manusla

Persentase Pegawal yang Mendapat Layanan
Adrministras Kepegawaian Tepat Wakiu

Terlagksananya Layanan Peningkatan
Kompetens S50

Persentase Pengenasn Disiplin atas

Pelanggaran Disiplin Pegawai




Persentode Pegawnl yang Telah Mengioui
Pendidican dan Pelatihan dalam Rangka

Peningkatan Komgetens 508

Terfaksananya Proses Penggantian Antar
Wakiu [PAW) Anggota KPL, Angpota KFU
Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota Sesual
Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Fersentase Anggota KPU, Anggots KPU
Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang
pelaksanaan penggantian antar wakiunya
Sesul Peraturan Perundeng-undangan yang
Berfaku

Tersedianya Dokurnen Eepegawaian

Persentawe Pegawal yang Tercatat dalam Data
Base Kepegawaish Secara Ahuirat

Terfaksanamya Selexs Anggota KPU

jumiah Anggota KPU yang dilantik

Tersusunnys Rencangan Peraturan,Kebljakan
Bidang Kepegawaian

Jumlah Rancangan Peraturan/Kebljakan
Bidang Kepegawaian

Terwu|udimya Pengelolaan Barang Milik Negara
berdasarkan SAR

Persentase KFU Provins dan EPU

Eaxbupaten/Kota yang Patuh dan Tertlb dalam
Pergelolaan Barang Mk Negara yang
Material

Jumlah Laporan Barang Milik Negara
berdasarkan SIMAK BMY yang sesual dengan
Cata 5AK

Meningicatnya Kualitas Tats Keloda
Admanistrast Persuratan dan Pengelolasn Arsip

Jummilah Rancangan Peraturan iFU;’K.l'puhnI'l

| EPU tentang Kearsipan yang dapat disusun |
Persentase Jumbah KPU Provins yang

mengelols Arsip inaktif sesual Aturan
Eeariipan

Terwujudnys Dukungan Sarana dan Prasarana
guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Perseniaye ruangan rapat yang digunakan
tidak ada yang bersamaan dalam waiktu dan

Transportasl untuk memenuh| Kebutuhan
Kerja Pegawal yong berfungsi dengan baik

Meninghatnya Kualitas Layanan Persidangan Persentase Hasil Rapat Pleno yang

dan Protokol Ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Persentase Gangguan Keamanan dalam

lingkungan KPU/KPEU Provins/KPU lingkungan KPU yang dapat ditanggulang|
Ksbupaten/Kota

ideningiatnys elektivitas pengawassn nternal
dan eksternal di Ungkungan KPU

Persentase Penurunan Nilai Temuasn Hasi
Pemerikaasn Internal dan Eksternal Terhadap

Meninghkatnya manfaat hasil pengawasan BPE,
BPEP dan ARIP KPU datam pencapaian fujuan
KFU

Pealisasi Anggaran
Terwujudnya penyelenggarsan pemerintahan | Presentase Pengaduan Masyarakat yang
yang bersih dan berwibawa [chean governance] | ditindaklanjut

Persentase Penyelesalan rekomendasl QPK,
BPEP dan APIP yang ditindaklanjuti

Meningkatian akuntabilitas kinerja di
knglungan KPU

Persentase KPU Provins dan KPL
Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai
akuntabilitas kinerja minimal B

[P er——— —

Peninghatan kualitas penyusunan Laporan

Meningkatnys kompetens aparat pengawaian
dan efektifitas sistem pengendalian internal

Telaksananya pemyusunan peraturan
perundang - undangan yang berkualitas sesual
dengan kaidah pembertukan peraturan

Porsentase ketepatan walkitu harmondeasi dan

penyusunsn PKPLU dan kepatusan
KPLindSator
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perundang undangan

Persentase Keputusan KPU yang sesus
format Persturan Perundangundangan

Terlarsananya penyelesalan sengheta dan
pelayanan pertimbangan hukem

Persentase pempapan bahan kajlan/dukungan
wivtuk pertimbangan/opin hukum dan

penyelesaian sengheta senghketa yang tepat
wealtu

Persentase penyelpasian sengieta hukum
yang dimenangkan

Terdaksananya fasllitasl pelayanan penyusunan
laporan dan audit dana kampanye, verifikasi
partai politik dan/atau anggota per-seorangan
oeD

Persentase tersedianya pedoman teknls
pEnyusunaen pelaporan dana kampanye, audit
dana kampanye, verifikasl partad politik dan
Perseorangan Calon Anggota DPD

Persentase pemangiu kepentingan yang

rrenerima hirmbingan/pelayanan penyusunan

laporan dana kampanye, audit dana

kamparye, pendaftaran Partal Politi dan
Calon oPo

Parsantase Teraksananya kebepatan waktu
penyiapan bahan pelayanan pelagoran dana
karmpanye, audit dana kampanye,
pEndaftaran Partal Politlk dan Persesrangan
Calon Anggota DPD

Terlaksananya pengelolaan dan pelavanan
informasi hokum

Persentase terlaksananya pengelofaan
dokumen produk hukum

Persentase kegiatan ujl pubdik dan
pamyuluhan peraturan KPU kepada pemangku
kepentingan, EPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kots

Terlaksananya peryediaon dan penyajian
dokumentasi dan informasi hukwm yang
mutakhir melabel laringan Dokwmentasi dan
irforrmansi Hulom {106H)

Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang
handal [copat, tepat dan akurat)

PermilufPemilihan Sewai Indwal

Perzentase peryarmpaian informast dan
publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan
yang ditampilkan di media publkasi

Persantase penyampaian informasi dan
publiasi serta sostalivasi pada Pemdiu dan
Pemilukads

Jumilah KPU Kabupaten/Kots yang menghadin
rapat koordinasi dengan KPU Provinsl dalam

rangka penyulihan

fumiah dokumen lampiran peta Dasrah
Pemilihan

OPD dan DFRD

Jumilah laporan kapanye calon anggota DPA,

Juinlish kegiatan wpenid dan manitoning
Pemillu

Laporan sosialisas penyelenggaraan Pemilu

Terlaksananya layanan adminitrasi PAW tepat
wiaktl dan sesual aturanSagaran

Persentase Proses PAW Anggots DPR dan
DPD diselesaikan datam Waktu 5 hari kerja

Jumiah calon anggota DPRD Provinsl dan
DFRD Kabupaten/Kota yang terpilih




lurmiah Calon anggota DPD terselekd pemily
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan | Jurniah satker menindakianjuti inforrmasi
data yang cepat serta akurat mielalui PPID sesual dengan S0P
Terlaksananya fasiitasi pendidikan pemilih Jumiah Penyampaian publikasi dan informasi
dakam tahapan PemiiufPemilihan pada media
publikasi

Jumniah EPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang
telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilib

Tabel 2.2

Rencana Kerja Program Penguatan Eelembagaan Demaokras
dan Perbaikan Proses Politik

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2019
Ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2019 dapat dillustrasikan dalam table sebagai berikut :
a. Penetapan Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA TARGET
1 ] 3 &
1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan | Persentase KPU Provinsi/Kabupaten)/ 100%
Informasi Pormils Kota yang memutakhirkan Data Pemilil
Tepat Waktu
2 | Mienirgkatnya Kapostites SDM yang Persentase Kesesualan Kompetensd o
berkompeten Pegawal terhadap Standar Kompetensl
3 | Meningkatrya Ketersediaan Dperasional | Persentase fasilitasi kerjasama KEFPU B0
Kantor dan Dukungan Lainnya dengan lembaga riset kepemiluan
4 | Meningkatnya Akuntzsbilitas Kevangan Cipini BPK atas Laporan Eeuangan KPU WTP
dan Kinerja ¥PU Milai Evaluas atas Akuntabiltas Kinerja 8
KPU
5 | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Persentase satker yang mendistribusikan | 100%
Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan lagistik Pemilu/Pemdlihan sacara tepat
sakaran, tepat jumiah, tepat jenis, tepat
miut, dan tepak waktu
& | Meningkatriya Kualitss Pengawasan Milai Evabuasl atas Pelaksanaan 7%
Aparatur Sipll Negara Reformas Birokrasi KPU
7 | Tersusunnya rancangan Keputusan KPU | Persentase rancangan Keputusan KPU 100%:
yang disusun dan diharmonesas dengan | yang disusun dan diharmonisas! dengan
tepat waktu iedual dengan kerangica tepat wakiy sesuad dengan kerangka
regulasi KPU regulasi KPU
B | Terwujudrya Tahapan Pemiu/Pemilihan | Persentase KPU Provinsi dan KPU 100%
sesupl jadwal Kabupaten,/Kota yang
menyelenggarakan Pemibu/Pemilihan
sesual dengan jadwal

Tabel 2.3
Pumsotipan Knerja Berdasarkan Sasaran Strateghs
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b, Penetapan Kinerja Berdasarkan Sasaran Kegiatan

NO,

1

Meningkatrya pombinaan
perhendaharsan

Peruentase Pejshat Perbendaharaan
yang tidak melakukan penyimpangan
dalam Pengelolaan Kevangan

Terlaksananys sistem akuntans dan
pelaporan keuangan

Jurmiah laparan sistem akuntansi dan
pelaparan kruangan

2 Laporan

Tersusunnya petunjuk pemgeloiaan
keuangan di lingkungan KPU

Jumiah draft junkisfjukiak pengelokaan
kevangan di lnghkungan KPU Provin

1 Draft

Terselesaikannya permasalahan
pengelolasn keuangan

Persentase permasalaban dalam
pengeloisan keuangan yang dapat
diselesaikan

Tersusunnya laporan
pertanggungiawaban penggunaan
@nggaran

Persentase KFU Provins! dan EPU

Terlaksananya pembaysren gaji dan
tunjuangan yang tepat waktu

pembayaran honorarium, Uang
keharmatan, gaji dan tunjangan PNS
KPU

Persentase sativet yang mampu
melakukan pengadaan logistik
PemilufPFillkads sepual dengan
peraturan perundang-undangan yang
bertaku

Persentase sather yang mampu
melakukan pengelolaan data kebutuhan
dan anggaran bogistik Pemilu/Pilkada
sesual dengan betentuan, kebutuhan

dan anggaran yang teriedia

Parsentase sather yang mampu
melakukan pengadaan logistic
Pemilu/Pilkada sesus dengan peraturan
| perundang-undangan yang berlaky

Persentase sather yang mampu
melakukan pengadaan logistik
Pemibu/Pilkada sesual dengan peraturan

| perundang-undangan yang berlaky

Persentase satker yang mampu
melakukan pendistribusian logstik
Pemilu/Pilkada s=cara tepat sasaran,

tepat jumiah, tepat jenis dan tepat mutu

Persentase satker KPU Kabupaten/Kota
yang mampu medakukan pemeliharaan
| logistik Pemilu/Pilkada sesuai SOP

100%

Persentase sather yang
mendokumentasikon data kebutuhan
logistik Pemily/Pilkada

100%

Persentase satker KPU Kabupaten/Kota
yang mampy melakukan imantarisesi
logistik Pemilu/Piliada sacara tepat
waktu dan benar

Terwuludnys pereancanaan program

Persentase apomn montoring dan

mvalua yang akuntabel dan fepat waktu




Persentase KPLU, KPU Provinsi, KPU 100%
Kabwipaten) Kota yang merencanskan
program dan anggaran tepat wakiu
sesuai dongan siklus anggaran
Persentas| penyusunan anggaran 1004
Femilu/Femilukads yang tepat wakiu
Terwujudmya koordinas! antar Persentase pemutakhiren data pemilib 100%
lembaga serts Penelitian dan dl tingkot kecamatan di selurub
pengembangan terhadop Organisasi indonesia
dan Kebutuhan Pamilu/Pemilihan Persentase Fasilitas Ketjasarma Dengan 100
Instandl Terkalt Dalem Rangka
Penguatan Kelembagaan ODemokrasi
Jumlah Model Kajian Litbang dalarm L00%
rangka Reformasl Birokrasi
Kerjasama pelaksanaan Lemboga Risst 1 Kevja
Kepemiluan Sama
Terwujudnya sistem adminfstrasi jumiah Rancangan Keputuson Desain 1
penyelenggaraan pemilu yang tertib, | dan Tamplate Kebutuhan Rancangan
ofektit dan efisien Pemilbu/Pemibhan guna mendukung Tats | Keputusan
Keloka KPU
Tersediamya data, informasd dan Layanan Sarana dan Prasarana Teknologi 12
sarana serts prasarana teknologl Informasi untuk SEtem informasi KPU Layaran
informasi | yang berfungsi dengan baik Bulan
Jurmiah sistem aplikasi yang digunakan 1 Aplikasi
dalam Permily
Jurizh Kajlan Teknologi informasi dalam 1 Kajian
Pamilu/Pemilihan
Terwujudnya penerapan e Feruentasi penyuwnan anggaran 100%:
povernment di lingkungan KPU Pemilukada yang Lepat waktu
Persentase KPU, KPUSKIP Provinst dan 100%
EPU/KIP Kabupaten,kota yang tangel
kinerjanya tercapai ssual dengan
perianjian kinerja
Meningkatrya Tertib Administrasi dan | Persentase Pegawal yang Mendapat 50%
Pengrialzan Sumber Dayva Manusia Layanan Adminisirasi Kepegawalan
Tepat Wakiu
Teraksananya Layahan Peningleatan Persentase Pengenaan Disipln gtas %
Kompetensi SOM | Pelanggaran Disiplin Pegawsl
Persentase Pegawal yang Telah o
Menglkutl Pendidikan dan Pelatihan
dalam Ranghks Feningkatan Kompebensi
00w
Terlaksanamya Proses Penggantian Persentase Anggota KPU, Anggota KPU 100%
Antsr Waktu [PAW] Anggota KPU, Prowinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota
Anggota KPU Provinsi, Anggots KPLU yang pelaksanaan penggantian antas
Eabupaten/Kota Sesual Peraturan wakiunya Setijal Peraturan Perundang-
Perundang-Undangan yang Berlaku undangan yang Berlaku
Tisrsedlanys Dokumen KEspegawaisn Persentose Pegawsl yang Tercotot dalam 100
Data Base Kepegawaian Secara Akurat
Terlaksananya Seleksi Anggota KU Jumlah Anggota KPU yang ditantik 5 Orang
Tersusinmya Rancangan jumiah Rancangan Peraturan/Kebijakan 1
Peraturan/Kesjskan Bidang Safang Repegawaian Panicargaty
Kepegawaian Keputusan




Terwujudnya Pengelolaan Barang Persentase KPU Provinsl dan KPU 1005
Milik Negara berdasarkan SAP Kabupaten,Kols yang Patub dan Tertin
ialarn Pengelolaan Barang Millk Megara
yang Material
Jurmlal Laporan Barang Mk Negara 1
berdasarkan SIMAK BMN yang sesual Dokuwmen
dengan Data 5AK
Meningkatnya Kualitas Tata Eelola Jumial Rancangah Peraturan 1
Administrasi Persuratan dan KPU/eputusan KPU tenlang Keersipan | Rancangan
Fengoiolaan Arsip | yang dapat disusun Keputusan
Persentase Jumilal KPU Provinsl yang 100N
mengelola Arshg Inaktil sesual Aturan
Kearsipan
Terwujudnya Dukengan Sarana dan Pefsentiase rulngan ropat yang 90%
Prasarana guna Meningkathan digunokan tidak ada yang bersamaan
Kelancaran Tugas KPU dalam waktu dan tempat
Perssntase Sarana, Prasarana dan L0
Transpartasl untuk memanuhi
Kebutuhan Kerja Pegawal yang berfungei
derigan haik
Meningkatnya Kualitas Layanan Persentase Hasil Rapat Pleno yang 100%
Persdangan dan Protoks! Ditindaklanjuti paling lambat 4 har kerja
Terwujudnya Keamanan dan Perwentuse Gangguan Keamanan dalam 100%
Katertiban di fingkungan KPU/KPLI lirgkungan KPL yang dapat
Prondnsi /XPU Kabupaten/Kata ditangquiang
Meningkatrya efekiivitas pengawatan | Perwentase Penurunan Milal Temuan 100%,
interral dan eksternal di lingkungan | Hasil Pemericsaan internal dan Eksternal
EpL Terhadap Healisasi Anggaran
Terwujudnya penyedenggaraan Presentase Pengadusn Masyarakat yang 0%
pemerintahan yang bersih dan ditindaldanjut
berwibawa {dean governance}
Meningkatmys manfast hasi Pertentase Pemyelesalan rekomendas) 100%
pengawasan BPK, BPKP dan APIP XPU | BPK, BPKP dan APIP yang ditindalkdanjuti
dalam pencapatan tujuan KPU
Meningkatkan akuntabilitas kinerja di | Persentase KPU Proving dan KEPU fliip
linghoungan KU Kabupaten/Kota yang mendapatican rilal
akuntabiktas kinerja minimal 8
Meningkatrya skuntabilitas keuangan | Peningkatan kualitas panyussnan 100%
KPU Laporan Keuangan sesua SAP
Meningkatnya kompetensi aparai Persentase penganggaran EPU yang 100%
pengawasan dan efekiifitas tatem efektif dan efisien
ity rial
Telakssnanya penyusunan peraturan | Persentase ketepatan wakiy 100%
perundang - undangan yang harmonisasi dan pemyusunan PEFU dan
berkualitas sesual dengan kaldah keputusan KPUIndikator
permbentukan peraturan perondang Persentase Keputusan KEPU yang sesual 100
utdangan format Peratursn Perundangundangan
Terlakzananya penyelesaian sengieta | Persentase penyapan bahan 1007%
dan pelayanan perombangan hukwm | kajian/dukungan uniuk
pertimbangan/opini hulkum dan
peryelesaian senglorta sengketn yang
tepat waktu
Porsentase penyelesdian senghkata 100

hukum yang dimenangican
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Terlaksananya fasfitasi pelayanan
penyusunan laporan dan audt dana
kamparnye, verifikas partal politik
dan/atau aNgRoTH per-Learangan DPD

Persentate tersedionyn pedoman teknis
pemusunan pelaparan dana kampanye,
audit dana kampanye, verifikas partas
palitik dan Perseorangan Calon Anggota
DD

Persentase pemangku kepentingan yang
menerima bimbingan/ pelayanan
permyusurarn lapotan dana kampanye,
audit dona karmpamye, pendaftaran
Partal Politik den Perseorangan Calon

 Anggota DPD

Persentase Terlaksananya ketepatan
waktu penylapan bahan pelayanan
pelaporan dana kampanye, audit dana
kampanye, pendaftaran Partai Politik

100K

Tertaksanamys pengelalsan dan
pelayanan informasl hokum

100%

dan KPU Kabupaten,/Kota

100%

Terdaksananya penyediamn dsn
penyafien dokumentzsl dan Informas|
hukum yang mutakhir melalui Jaringan
Dokumentas! dan Informasi Hukum
(ADH)

1 Satkar

Terlaksananya dukungan ketatausahaan
yang handal [cepat, tepat dan akurat}

1 Sathar

Terwu|udnya Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan Sesuai ladwal

Persentase penyampaian informasi don
publicas! dalam tahapan
PemilufPemilihan yang ditampilian di
rmediia pablikasi

4 Kegiatan

Persentase penvampalan informast dan
publikas serta sosalisaii pada Pemilu
dan Pemilukada

100%

sumiah KPU Ksbupaten/Kota yang
menghadini rapat koordinasi dengan
KPLI Provinai dalam rangka penyutuhan

1 Juknis/

Jumlah dokumen lampiran peta Daerah
Parnilihan

Dokumen

Jumlah laporan kapanye calon anggots
DPR, DPD dan DPRD

1 Laporan

Jumiah keglatan superisl dan
_manitoring Pemilu

1 Eagiatan

Laporan sodkalisasi penyelenggarasn
Pemilu

1 Laporan

wf;ﬂ-ﬂMl lyanan administrast
PAW tepat waktu dan sesual
suranSasaran

Persentase Proses PAW Anggots DFR
dan DPD diselesaikan dalam Waktu 5

hari kerja

Jumlak calon anggota DPRD Provins dan
DPRD Eabupaten/Kots yang terpilik

1 Orang

Jurmlah Calon anggota DPD terueleke
E-rl'il.l

1 Drmng
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Beningkatnya kualitas kayanan

Sumidah satker menindaklanjuti informasi

1 Satker

informasi dan data yang cepat serta melalul PPID seseai dengan S0P
akurat
Torlakzananya fasilitasl pendidikan lumiah Penyampaian publikasi dan B Edlisl
pemidih informast dakam tahapan
Pemilu/Pemilihan pada media pubilikas:
Jurmiah KPU Provinsl/ Rabupaten/Kata 3 Kegiatan

yang telah membentuk Pusat Pendidikan
Pemilih

Tabal 2.4

Penetapan Kinerja Bardasarkan Sasaran Keglatan




3.1. Capalan Kinerja Organisas

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran
20149, ¥PU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan & {delapan) sasaran
strategis yang akan dicapal. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan
dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja
dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target
kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2019, Akuntabilitas kinerja KPU
Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah
il

Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, pada
hakekatnya merupakan suatu bagiam dari proses atau kegiatan untuk
mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2015-2019. Dengan demikian,
pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tabun 2019 akan merupakan
bagian darl pencapalan sasaran rencana Strategis yang telah ditetapkan
dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka
dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan
ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian
satuan-satuan kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi secara
menyeluruh.

Pengukuran tingkat pencapalan kinerja KPU Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

WO, | SASARAM STRATIGE AT O KINERIA TARGET | REALISAS!
1 X 3 L] 5 &
1 | Meninghateys Cusitas Parusiase IKPU 10 Lt 1crs.
Perenranasn dan inforreas | PrownslKebupaten) Kot vang
Prmiuy enieniitakhiv kas Data Pemiih
TepatWobdu - ke
2 Msrungicitoya Ksquvtitay Perueniase Keseman L] ] 100
SCH ywng berkcemnipen Enmpeiens Pegawal ierhadap
Stardan Kot
i MeningRaingg Perueritaier fiil i keririama L. A% 1n0%
Eantnr dan Deilurygan krperril yan
Latwrya
] KEerumghsttiga Opies BPY ¥ Lspomn W wie 100%
Auntabilins Erusngan Easangn EFLY
dan Kineria KPU Bl Evaluscd atas B B 1o
finuntatulfas Kmerja £PU




Ligistik dalam mendriribimiian iogaih
Pempslenggarsan PpmigPeridihen pecars bopad.
Pemily/Prenilhan arar, LepeA jumish, tepat
[eni, trpe muty, den bnast
WAy
& Kaalias Mils Ewamluss atas Pelibsaraan Fa ] T 1
Priygasvwian Aparstur Spl | Refonmas Binoiead KPL
Megars X .
? Termmumngs rancargan - Pprientas rascssgan 100w 100 1
KipuTusan EPLU varg Eehuicsan KPU vang Saesan

Py
B Terwugudnya Tahapan Fersentase EPU Provins dan T 10w 10
FemilPenihan i EPL b b T g
|ndwai | mEnyengEaratan
Pyerafius Farmilihen ural
T R S S—

Tabel 3.1

Tabel Target Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2019

3.2. Realisasi Kegiatan
KPU Provinsi Kalimantan Tengah secara umum mencapal target

kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU
Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai

berikut :
Sasaran 1 Meningkatnya Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
DOutcome Lainnya KPU

Untuk mencapal sasaran tersebut, maka indikator kinerja yang telah
dilakukan adalah :

ML RALARAN KEGIATAM MEGIATAN TARGET | MEALSASE u
1 I 3 o
L Wlenmguatrga perndeeaan Feruerdase Fepahal T 1 1Ts
pe teenaiabsaraan Perteradabarsan yarg tidak
PR pRET T
dalzn Pergeiolzan Kruangan
Terlaksananya shism humilik lapofan sivhes 2 2 Lepean 10
UL 8 DeldporEn aburnan | dan Delaooean Laporas
W wiangir
Tersuilinmys priuangul Jriah dra® funkifjukisk 1 Dmah 1 Dran 100,
pemgeiciaen keuangen di pengeitlpye beagrgan &
Lo Vnghongan WU Provingl | =
Teneleadusmya Frrentane permusalangn 1] 1. 1o
Efsaangan yung dapat dieesalban
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damnlab Miodel Eajlas Lithing ple i s, 100%
ol rangia Refmma
Birokr i
Kerpanama pelskianasn 1 Kerjn 1 Kerfa 100
Lembaga Riset Kepemikue LT Y Baina
Teraujudnigs lsiers lurmigh Rercmngan Keputuaen 1 1 H00%
adminiutray Desam dan Templae Rancangs | Ranangan
eefrpelenggarass p2milu Eednauhan PrmisiPredihen f Hegususan
yang tertih, sleild das puns reedinng Tats Kebols Ermriues
l_ln-n EPL "
Terwduryy cats, inlormag Layanan Sarara dan Prageans 17 12 Layangn | 1009
P BETANG BETE PYRLITENA Teknotog Informeasl ik Lirjenan Buian
tknulag thfermasl Sistern Inforra KPL yang Betan
| wrfungy desgan bak
lurrilal wite dglihaal yang 3 Aglikan 3 Aplkss | 100%
digunakan datam
|_perywistggarsan Pemil -
ursiah ikapan Teknolog 1 Eagian 1 Exjian T
intormas talam
T Pl frar . —
Terwupudnya panerapan e FErLBeTi R Derrpualnan i 10 1
EErverniment di lingiungsn angEeen Pemdubods yang
EPLI Rt WAkt
Femsemasw P, BFUEF I s 10
Prcadens dan £BLK1R
Wabsgsabes s yiry Large]
Winejanya tercapal sesual
Meningiatrym Tertih Persertaer Pagosal yang L e 10T
Bdminigraus dan erdapat Laysnar
Fergeiniaan Wember Dapa Acbmarairianl Kepegdwalan
Mariia T Wakiu
Terlpasananya LEyans Frisenlase Pergerar (ismie (i i 100%
Pehrgkstan Kampeisnu atas Peiangganan Disiplin
SO Frg o i
Perkerlawe Pegasial pang [ 4. 100%
Tetah Sengivutl Pendidikan
i Prlatihian clalam Rawia
Perenghatan Kompeiensl S0P
Terlakyprarys Proses Peruaniae Anggoz €U 100 o | 100%
Perdguntian Antar Wkl Arngata EPU Prosion, Anggois
(PAS) Anpols WP, EPU Exbansten,Kota yang
knpgots P Privdinad, plalciiaan preggaiilian
ArgEots KIFL antw wakthurys Sen
Eabupaten Mots Sewiar Persuran Perundang:
Pesrabiman Paruaslieg welingen yang Bariaen
Teriediamys Dnhumen Penenine Pogrwes yang 1808 i 0%
Ko o il Tercatst dalam Dads Base
Eepegaadian Secara Al
Tertainananys Seiebu Jumlsh Anggers BPU yang 5 Orang SOrarg | 100%
ArFgEoE KPU el
Ternusunrsys Pancangan Bornilal Rancangan 1 i 1¥rs
Paiahaanlebijiken Bdang | Perafuren/Eebejaion Bidsrg Eancanga | Rancangas
EEpegawiian EEpefawian " eprutuan
Keputusa
L]
Terwujudnys Penpeodaps Persentase KPU Prowew dan 1 D0 Lo 10
Barang Mili Negara EPU Kabupaten,ots v
erdaarki SAF Patuk dan Terth dalarm
Pengellaan Bararyg Ml
| Wapare yaing Material
el Laporie: Baresg MEil 1 1 Dvlniremn | 100%
Fugar s bordasarksn JIMAAE Dshiirrmam
BAMN yang il desgan Data
TR
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Elerergkatnyy Eualian Tata Jurmdah Rarcargan Peaturan I 1 100%
s Adminiviras WP Ui Tuasn KPL TRTEsng Rafafih e Al i
Feriumatan dan Pengeiolass | Kesrsipan yeryg dapst disumsun n EEputasar
g Heputiuia
n
[ — L s 100 10
Prowifial yang misnpHols Anip
Mmmm -
Termujudnys Dubangan Pevnentase rusrgan rapal varg | W% 9% [
Sarans dan PR she Funs digunakan tadak ads yeng
fenrgkatcar Kelancaren beriamann dalem waktu dan
Tusgas KPLI L il o]
Ferascilies Sarand, Prasarana T 100 100
tan Transportasi urhul
iermenui Kebututan Kere
—
Mimrrghatigs Kiaitm Fewnnnifsne sl Nanat Pena 100% 1 100%
Layarsan Persdsng 8o dan wang Driindaktanjul pabng
Proisil fambat 4 hae ke
Terwaudnga Leaeranan dan | Ferseetaee Gangius 100 100 100
Ertediban d lingkungas Kepmanan galpm Enghungan
EPLIER P KL EPU yang dapal dieamgguliegi
Katnapaten/ Koty
Tabei 3.2
Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1
Pencapaian sasaran kualitas Program DOukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU diukur dari :
1. Terwujudnya layanan pembinaan perbendaharaan KPU
Terlaksananya pembinaan perbendaharaan untuk  meminimalkan

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
Tersadianya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, petunjuk
dan teknis pengelolaan keuangan serta terselesaikan masalah dalam
pengelolaan keuangan.

Terlaksananya Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
{e-LPPA) dengan tepat waktu dan valid.

Terlaksananya layanan perkantoran

Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan,
gajl, tunjangan ASN KPU.

Tersedianya data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan
Mengelola data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan yang
sesual dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia,
melakukan pengadaan logistik pemilufpemilihan sesual  dengan




peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendokumentasikan
data kebutuhan logistik pemilu/pemilihan

6. Terlaksananya layanan pengadaan logistik pemilu
Pendistribusian logistik pemilu/pemilihan oleh Satker yang tepat sasaran,
tepat jumiah, tepal jenis dan tepal mutu sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur serta melakukan inventarisasi  logistik
pemilu/pemilihan,

7. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel serta
penyusunan anggaran pemilihan yang tepat waktu.

8. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan
Tercapainya target kinerja yang sesual dengan perjanjian kinerja oleh
KPLU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah

9. Tersedianya dokumen pemutakhiran data pemilih
Tersedianya data hasil pemutakhiran data pemilih di tinghkat kecamatan,
kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan
kelembagaan demokrasi, melakukan riset kepemiluan serta tersedianya
dokumen RDP yang sesual dan tepat waktu.

10. Analisis capalan Kinerja
Tersedianya model kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi,
rancangan keputusan desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan
dalam mendukung tata kelola KPU, layanan sarana dan prasarana
teknologi informasi, aplikasi yang mendukung penyelenggaraan
pemilu/pemilihan.

11. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan SOM
Layanan adminstrasi kepegawaian yang tepat waktu, peningkatan
kedisiplinan dan minimalnya pelanggaran disiplin pegawai.

12, Dokumen kepegawalan
Tersedianya data pegawal dalam database kepegawaian, pelaksanaan
Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Kabupaten/Kota yang
tepat waktu dan sesual dengan peraturan perundang-undangan serta
adanya kebijakan bidang kepegawaian.

13. Peningkatan kompetensi SDM KPU
Adanya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan tingkat IV (Diklatpim IV) dan assessment PNS organik
dilingkungan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

14, Tersedianya laporan persediaan (Stock Opname)
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang patuh dan tertib oleh
satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta tersedianya laporan
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Barang Milik Negara yang menggunakan aplikasi SIMAK BMN yang sesual
dengan Data SAK.

15. Terlaksananya pengelolaan dan penerapan kearsipan
Tersedianya keputusan Ketua KPU dan Sekretaris KPU yang telah disusun
dan mengelola arsip inaktif sesual dengan aturan kearsipan.

16. Terlaksananya layanan perkantoran
Tersedianya ruang rapat yang digunakan, menindaklanjuti hasil rapat
pleno kurang dari 4 [empat) hari kerja, keamanan di lingkungan Kantor
KPU serta tersedianya sarana, prasarana dan transportasi untuk
memenuhl kebutuhan kerja pegawal,

17, Laporan hasil reviu Laporan Keuangan
Penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal
terhadap realisasi anggaran; tidak ada pengaduan masyarakat,
menindaklanjuti rekomendasi BPK, BPKP dan APIP; meningkatnya
kualitas penyusunan laporan keuangan sesual SAP serta melakukan
penganggaran KPU yang efektif dan efisien.

Secara  keseluruhan dukumgan manajemen vyang professional,
akuntabel, efisien dan efektif pada akhir tahun anggaran pencapalan kinerja
sebesar 100%. Pagu anggaran pada program Meningkatnya Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Rp 12.279.275.000,- dengan realisasi
anggaran Rp 11.204.418.755,- atau penyerapan anggaran sebesar 91 24%.

Sasaran 2 | Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan
Outcome | Perbaikan Proses Politik

Untuk mencapai sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
dan Perbaikan Proses Politik, indikator kinerja yang dilakukan adalah :

1 E 3 F
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Tabel 3.4

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

Pencapatan sasaran kualitas Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
dan Parbaikan Proses Politik diukur dari ;

1

Advokasi dan Sengketa Hulkum

Tersedianya bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum
dalam penyelesaian sengketa dan pengelolaan dokumen produk hukum
yang tertata,

Layanan Administrasi Kepemiluan

Tersusunnya pedoman teknis pelaporan dana kampanye, audit dana
kampane dan verifikasi partai politik; tersedianya dokumentasi dan
informasi hukum yang mutakhir melalui jaringan dokumentasi dan
informasi hukum (JDIH); serta ketatausahaan yang handal [cepat, tepat
dan akurat];

Penyuluban peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada
Ketepatan waktu harmonisasi keputusan KPU dan Peraturan KPU,
melakukan bimbingan/layanan penyusunan laporan dana kampanye,
audit dana kampanye serta ketepatan waktu dalam menylapkan bahan
pelayanan pelaporan .

Publikazl Informasi Pemilu

Adanya kegiatan dalam rangka penyampaian Iinformasi dan publikasi
dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampiikan di media.
Pembentukan PPID

Menindaklanjuti informasi melalui PPID sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur.

Dokumen daerah pemilihan

Menyelesaikan proses Penggantian Antar Waktu (PAW] Anggota DPR dan
DPD dalam waktu 5 harl kerfa.

Pusat pendidikan pemilih

Terbentukna pusat pendidikan pemilih dalam bentuk rumah pintar
pemilu di beberapa satker.



Secara keseluruhan program penguatan kelembagaan demokrasi dan
perbaikan proses politik pada akhir tahun anggaran 2019 mencapai 100%.
Pagu anggaran program penguatan kelermbagaan demokrasi dan perbaikan
proses politik Rp. 16.004.220.000,- dengan realisasi anggaran Rp.
15.055.874.717,- atau penyerapan sebesar 94.074%, pada akhir tahun ada
tambahan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermnur Kalimantan
Tengah Tahun 2020 sebesar Rp. 12.500.000.000,- maka pagu menjadi Rp.
28.504.220.000 dan realisasi menjadi menurun menjadi 52,82%.



BAB IV

PENUTUP

Dalam rangks mencapai Visi dan Misi KPU, KPU Provinsl Kalimantan Tengah
telah berhasil mencapal semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
Penetapan Kinerja 2019 melalul pencapaian target dari indikator kinerja utama.
Keberhasilan pencapatan kinerja ini dimaksud karena adanya dukungan anggaran dan
kinerja aparatur di fngkungan Sekretarist KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis berupa lebih meningkatnya kualitas
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dengan cepat dan akuratnya data perolehan
suara. Peran serta Partal Politik dalam memberikan pendidikan demokrasi harus
mendapatkan apresiasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas
penyelenggaraan pemilu meningkat.

Pencapaian terhadap sasaran strategis meliputi : terjaminnya perlakukan yang
adil dan setara bagl peserta pemilu sesual dengan peraturan perundang -undangan;
terwujudnya organisasi pelaksanaan pemilu  yang memiliki system administrasi yang
efisien, efektif dan memenuhi standar kera professional di seluruh tingkatan yang
didukung dengan komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau sebagian
besar KPU Kabupaten/Kota se - Kalimantan Tengah; serta tersedianya peta logistik
pemilu yang memadai. Hal inl terlihat dari Indikator jumlah kasus sengketa hukum
menurun, Demikian juga terjadi peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan
yang tercermin dari indikator pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi serta
semakin professional. Pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik pemilu yang
walaupun masih ada kekurangang serta masih ada yang perlu diperbaiki tetapi secara
keseluruhan pelaksanaan pemilu terlaksanan tepat waktu,

Adanya kerjasama KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan lembaga lainnya
dalam mendukung peningkatan kinerja antara lain dalam menyusun laporan
keuangan yang baik dan akrual, sharing informasi penyelenggaraan pemilu yang
kredibel dapat dijadikan bahan penelitian oleh lembags swadaya masyarakat dan
akademisi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU Provinsi di masa yang
akan datang, KPL Provinsl dan |ajaran dar Sekretariat KPU Provinsi secara konsisten
akan melaksanakan keglatan penyelenggaraan pemilu yang semakin berkualitas, Hasil
pengukuran capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun
2019 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapalan sasaran strategis yang
tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Kalimantan Tengah.



Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis meningkatkan kesadaran
partisipasl rakyat yang tinggi tentang pemilu yang demokratis, terjaminnya pemilih
dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib, dilaksanakan kegiatan
sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan pemerintah, itu bisa
dilihat dengan meningkatnya tingkat partisipasi pemilih pada setiap penyelenggaraan
pemilu, adapun tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu tahun 2019
sekitar 79,95% melebihl target nasional sebesar 77 50%. Disamping Itu dilakukan
koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih dan akses
bagl kelompok perempuan, kelompok khusus penyandang cacat.

Guna menghasilkan pencapaian sasaran strategis, terwujudnya organisasi
pelaksana pemilu yang memiliki system administrasi yang efesien, efektif dan
memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan yang didukung dengan
system komunikasi dan teknologi informasi, KPU Provinsi meningkatkan kinerja
dengan menerapkan system kepemiliuan yang terintegrasi.

Kemudian untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis tersedianya peta
logistik pemilu yang memadal, KPU Provinsi akan melakukan pengembangan system

informasi geospasial yang diintegrasikan dengan system informasi logistik dan
pembekalan sumber daya manusia.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Komisi Pemilihan
Umum Provinsl Kalimantan Tengah inl dibuat, dan akhirnya semoga pelaksanaan
tugas-tugas selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu yvang demokratis mendapat
rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Amin,

a1



